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PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

a.

1.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan serta Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib
memiliki sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur
dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau

dipertahankan sebagai satuan unit karena tercipta dari
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kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan,
kesamaan aktivitas, memiliki bentuk khusus, atau
karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari
penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.

3. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip

dinamis.

Pasal 2
Peraturan Badan ini mengatur mengenai:
a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
fasilitatif; dan
b. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis

substantif.

Pasal 3
Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan
sebagai panduan bagi pencipta dalam rangka penciptaan,
penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis dan
penyediaan layanan informasi arsip dinamis kepada publik

dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman.

Pasal 4
Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip fasilitatif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5
Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip substantif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum
dalam Lampiran [I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Pasal 6
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM  KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. Latar Belakang

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan salah satu elemen
pokok yang harus dipenuhi dalam pengelolaan arsip dinamis pada setiap
lembaga negara sebagai pencipta arsip termasuk Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan Pasal 40 ayat (4) disebutkan “untuk mendukung
pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata
naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi

keamanan dan akses arsip.”

Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan Pasal 31 yaitu: Pengelolaan arsip dinamis meliputi
kegiatan: a. penciptaan arsip; b. penggunaan arsip; c. pemeliharaan arsip; dan

d. penyusutan arsip.

Pada kenyataannya di lapangan, pengelolaan arsip dinamis belum dapat
terlaksana secara efisien dan efektif sebagaimana yang diharapkan dan belum

dapat dimanfaatkan dalam manajemen organisasi secara maksimal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah telah menerbitkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang ini telah mengubah paradigma bangsa Indonesia, bahwa
semula informasi arsip dinamis prinsipnya tertutup untuk publik menjadi

terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup. Undang-



